
 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 4 TAHUN 2026 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  

KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara, perlu 
dilakukan penyesuaian; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 
2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
kepada Aparatur Sipil Negara; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756);  

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
18. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari 

Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 50); 
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang 
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

13); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 54 Tahun 

2020 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry 
Kandangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2020 Nomor 54); 
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 

2022 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 32); 

26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 1); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA 

APARATUR SIPIL NEGARA. 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara (Berita 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 1), 

diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 15 
(1) Bagi Calon PNS yang berkedudukan dan bekerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan TPP ASN 
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP 
ASN yang ditetapkan, terhitung sejak yang 

bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS 
sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam surat 

Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS. 
(2) Dihapus 

(3) Bagi PPPK Daerah yang diangkat setelah Peraturan 
Bupati ini ditetapkan diberikan TPP terhitung mulai 
tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas 

dengan besaran TPP disesuaikan dengan 
kemampuan daerah. 

(4) TPP ASN tidak diberikan kepada ASN yang 
mendapatkan TPP atau istilah lainnya selain dari 

Pemerintah Daerah. 
(5) TPP ASN tidak diberikan kepada: 

a. ASN tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan 

tertentu;  
b. ASN yang diberhentikan sementara atau 

dinonaktifkan;  
c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau 

tidak hormat; 
d. ASN berstatus penerima uang tunggu;  
e. ASN yang menjalani masa persiapan pensiun;  

f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan 
negara; 

g. ASN berstatus penugasan/penugasan 
khusus/sebutan lainnya pada instansi selain 

instansi Pemerintah Daerah; dan 
h. ASN dihukum penjara yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

 
2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 25 
(1) ASN yang melaksanakan cuti tahunan dihitung 

sebagai hari masuk kerja. 

(2) ASN yang sedang melaksanakan Cuti Sakit, Cuti 
Alasan Penting dan Cuti Besar selain untuk 

kepentingan Ibadah Haji pertama kali selama 12 (Dua 
Belas) hari atau lebih dibulan berkenaan baik secara 

berturut-turut atau akumulatif diberikan TPP sebesar 
50% berdasarkan kelas jabatan. 

(3) PNS yang melaksanakan cuti besar menunaikan 

Ibadah Haji pertama kali di bulan berkenaan 
diberikan TPP sebesar 100%  berdasarkan kelas 

jabatan. 
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(4) ASN yang melaksanakan cuti melahirkan diberikan 

TPP sebesar 100% di bulan berkenaan berdasarkan 
kelas jabatan. 

(5) PNS yang mengajukan Cuti di luar tanggungan 
negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(6) Pengajuan unggah surat tugas luar ASN oleh admin 

SKPD paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya. 

(7) Klaim Penilaian Hasil Kerja dan Perilaku Kerja (SKP) 
oleh ASN dapat dilakukan mulai tanggal 5 bulan 

berikut nya. 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 

 
Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 9 Februari 2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 

 
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 9 Februari 2026 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

ttd. 
 

MUHAMMAD NOOR 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2026 NOMOR 41234 
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